LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E
E e e e
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG
LEMSARAN DAERA SUMEER PENDAPATAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

bahwa dalam rangka mendukung. meningkat-

kan dan memperlancar lerselenggarannya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan

NOMOR 17 TAHUN 2006 dan Pembinaan Kemasyarakalan di Dess

secara berdaya guna dan berhasil guna

dipandang periu menggali potensi dan

TENTANG mengatur Sumber-sumber Pendapatan Desa |

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 70 , 71 dan

72 Peraturan Pamerintah Nomor 72 Tahun

SUMBER PENDAPATAN DESA 2005 tentang Desa, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Sumber Pendepat-
anDesa.

—

Mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 353,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4389 ) |

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
MNegara Republik Indonasia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-undang MNomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4493) yang telsh
ditetapkan dengan Undang-undang
Nomar & Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548)

. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemeriniahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomar 126,
Tambahan Lembararn Negara Nomeor
4438).

. Peraturan Femearintah Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118
Tambghan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4133) ;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 66 Tahun 2001 tetang Retribusi
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Daerah ( Lembaran Negara Republik
indonesia tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139) |

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 72 Tanun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pembina-
an dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negarz
Republik Indonesla Nomor4593).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan

KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG SUMEBER
PENDAPATAN DESA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeran ini yang dimaksuddengan
1. Daerah adalah Kzbupaten Banyumas.
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10.

1.

12.

13.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupatiadalah Bupet Banyumas.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daeran Kabupatan.

Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang
wilayah kerjanya meliputidesa-desa yang bersangkutan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat , berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemeriniahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemerintanan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur damn mengurus
kepantingan masyarzakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakul dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagal unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjulnya disingkat
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemeriniahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang dibentuk cleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat.

Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah mendapal persetuuan Badan
Permusyawaratan Desa.

Aset Desa yang selanjutnya disebul kekayaan desa adalah
sagalz kekayaan dalam bentuk tanah/lahan, barang/bangunan
sartasumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber
penghasilan bagidesa yang bersangkutan.
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14.

15.

16.

17.

Sumber Pendapalan Desa adalah Pendapatan Asli Desa,
Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah ,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerzh serla |ain-lain
pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu
kelompok masyarakat dengan kesadaran can inisiatif sendiri
mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka
pencek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam
kelompok masyarakat,

Partisipasi dan Gotong Royong adalah kelkutsertaan dalam
kerjassama yang spontan dan sudah melembaga seria
mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela
antara warga desa dan warga desa dengan Pemerintahan
Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun
berkalangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
bersama balk materiil maupun spirituil.

Pungutan Desa adalah segala pungutan bak berupa uang
maupun barang oleh Pemerintahan Desa terhadap
masyarakat , berdaserkan pertimbangan kemampuan sosial
ekonomi masyarakal dalam rangka meningkatkan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang
ditetapkandengan Peraturan Desa.

BAE Il
SUMEBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama
Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

(1) Sumberpendapatan Desaterdiriatas:

a. PendapatanAsli Desamelipuli
1) HasilUsaha Desa.



@)
(3)

(4)

(1)

(2)

2) HasilKekayaan Desa
3) HasiiSwadaya Masyarakat.
4) Hasil Partisipasi dan Gotang Royong.
§) HasllPungutanDesa.
€) Lain-lain pendapatan aslidesayangsah.
b. Bagihasil pajak daerah dan retribusidaerah kabupaten ;
¢c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusal dan
daerah yang diterima oleh kabupaten;
d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten ,
e. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak
mengikat
Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d
disalurkan melalui Kas Desa

Sumber pendapsatan yang sudah dipungut oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lidak
dibenarkan adanya pungulan tambahan oleh Pemerintah
Desa.

Sumbear Pendapatan desa sebagimans dimaksud dalam
ayat (1) hurufaditetapkan dengan peraturan desa.

Bagian Kedua
Jenis Pendapatan Desa

Pasal 3

Jenis sumber pendapatan desa sebagimana dimaksud pada
Pasal 2 ayat (1) huruf a dirinci menurut jenis pendapatan yang
ada didesa.

Ketantuan lebih lanjut mengenai jenis sumber pendapatan
desa sebagimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
peraturandesa.

Baglan Ketiga
Rincian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 4

(1) Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b yang diterimakan
kepada desa sebagai berikut
a. bagi hasil pajak yang diterimakan kepada desa paling

sedikit 10 %; .

b. bagi hasil retribusi tertentu daerah yang diterimakan
kepada desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah.

(2) Besarnya penerimaan desa yang berasal dan pajak dan
retribusidaerah akan diatur tersendiri oleh Bupati.

Bagian Keempat
Bagian Dari Dana Perimbangan

Pasal 5

(1) Bagian daridana perimbangan yang diterimakan kepada desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c
merupakan perimbangan keuangan pusal dan daarah yang
diterima kabupaten setiap tahun.

(2) Katentuan tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa akan
diatur tersendiridengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Presentase Dana Perimbangan

Pasal 6

Prosentase besamya dana yang diterimakan kepada desa yang
berasal dari dana perimbangan paling sedikit 10 % (sepuluh per
seratus) setelah dikurangi belanja pegawai.
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Bagian Keenam
Hibah dan Sumbangan

Pasal 7

Desa dapat menerima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
yang sifatnya tidak mengikat kepada desa,

Bagian Ketujuh
Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Fasal 8

(1) Pengurusan can pengelolaan sumber pendapatan desa
dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi

pendapatan desa

(2) Pendapsatan desa sebagamana dimaksud dalam ayat (1)
dikelola melalui APE Desa yang digunakan sepenuhnya untuk
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan didesa.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Fasal 9
Pengembangan terhadap sumber-sumber pendapatan desa
dilakukan oleh Pemerintah Desa dan atau dukungan Pemernntah
Daerah, Pemerintah Provingi dan Pemerintah,

Bagian Kesembilan
FPengawasan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 10

(1) Pengawasan terhadap pengelniaan sumber - sumber
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pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat
(1) dilakukan oleh Bupati den atau lembagea pengawas
fungsional,

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti
sesual dengan ketentuan yang berlaku.

BAB Il
KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama
Jenis Kekayaan Desa

Pasal 11

Jenis kekayaan desaterdiri atas -

tanah kasdesa

pasarcess

pasarhewan;

tambatan perahu ;

bangunan milik desa.

pelalangan ikan yang dikelola oleh desa;
pemandian umum yang diurus oleh desa;
obyek rekreasi yang diurus dessa ;
tempat-lempat pemancingan disungai yang dikelola desa,
hutandesa:

jalandesa,

kuburandesa;

lapangandess ;

saluran airmilixdesa

lain-lain kekayaan milik desa.

oag-FToTQ@AANOMN

Bagian Kedua
Pengadaan Kekayaan Desa
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

3)

Pasal 12

Pengadaan kekayaan desa dapat berasaldari:

a. pembelian;

b, sumbangan, bantuan atau pemberian dari pihak luar yang
berasal dari Pemerintah maupun pihak swasta yang tidak
bersifat mengikat.

Pengadaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf abersumberdariAPB Desa.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kekayaan Desa

Pasal 13

Pengembangan terhadap kekayaan desa dilakukan cleh
Pemerintah Desa atau dengan dukungan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Pengembangan kekayaan desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Desa
atau kerjasama dengan pihak ketiga yang saling
mengunturgkan.

Bagian Keempat
Pengadministrasi Kekayaan Desa

Pasal 14

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 status
Hukumnyamilikdesa.

Data Administrasi Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 11 cleh Pemerintah Desa dicatat dalam Dafiar
Inventaris Kekayaan Desa.

Bukti kepemilikan kekayaan desa yang berupa tanah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a harus
disertfikatkan atas nama Pemerintah Desa.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

Bagian Kelima
Perubahan Status hukum

Pasal 16

Perubahan status hukum atas tanah kas desa dan bangunan

milik dess sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 yang

bertujuan untuk pengalihan atau panyarahaan hak atas tanah

dan bangunan kepada pihak lain , dapat dilakukan dengan

pertimbangan menguntungkandesz ,dengan cara

a. pelepasandengan pembayarangenti rugi

b. pelepasan dengan tukar menukar atau ruilslag atau tukar
guling.

Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik desa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelaksanaannya

diteteapkan dengan peraturan dese sstelsh mendapat

persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan ljin tertulis

dari Bupati.

Pelepasan hak atas tanah kas desa dan bangunan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan

melalul lelang atau tender dikecualikan untuk kebutuhan

pembangunan bagi kepentingan umum.

Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan

pemerintah desa dengan mempertiimbangkan NJOP dan/atau

harga umum setempat oleh Panitia Penaksir.

Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

dibantuk dengan Keputusan Kepala Desa.

Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh

Panitia Penaksir yang dituangkan dalam berita acara.

Nilai ganti rugl atas tanah dan atau bangunan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (6) minimal senilai dengan tanah dan

bangunan yangdilepaskan.

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pengalihan

kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan

diatur melalui Peraturan Bupati.



Bagian Keenam
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Desa

Pasal 16

Pengawasan dan Pengendalian terhadap kekayaan desa
sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilakukan oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan
sejenisnya yang merupakan sumber penghasilan langsung bagi
kepala desa dan perangkat desa, ditetapkan menjadi sumber
pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan melalui AFB
Desa.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dengan terlekunya Peraturan Dearah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber
Pendapatan Desa (Lembaran Derah Kabupaten Banyumas Tahun
2000 Nomaor 11 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraluran
Daerah Kabupatan Banyumas Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran
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D'_aerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 38 Seri E),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaky.

Pasal 20
Peraturan Daerah inimulai barlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 29 Desember 2006

BUPATIBANYUMAS
ttd

ARISSETIONO

Diundangkan di Purwokerta
Pada Tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
itd

N RA
NIF : 500 086 334

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8
SERIE
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUFATEN BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

PENJELASAN UMUM

Dengan ditetiapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang telzh ditindaklanjul
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa ditegaskan dalam Pasal 70 dan Pasal 72, bahwa
pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Desa
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Sumber pendapatan desa merupakan tulang punggung dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, kondisi sumber
pendapatan desa di Kabupaten Banyumas memiliki
kemampuan yang berbeda-beda masing-masing desa
sehingga diperiukan kreasi darn masing-masing desa uniuk
membiayai penyelenggaraan pemeriniahan desa baik untuk
penghasilan kepala desa dan perangkat desa maupun untuk
kegiatan pemeriniahan, pembangunan dan kemasyarakatan
didesa.

Pengaturan sumber-sumber pendapatan dalam perda
dimaksudkan dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan
sumber-sumber pendapatan desz serta meningkatkan
kreatiftas dari pemerintah desa untuk menggali sumber-
sumber pencapatan desa secarama ksimal.
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Sehubungan hal tersebut diatas untuk lebih mengoperasional-
kan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa khususnya menyangkut penggalien sumber-sumber
pendapatan desa, maka salah satu hal yang harus
dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan
Daerahtentang Sumber Pendapatan Desa.

PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal 1 . CukupJelas
Pasal 2 ;
Ayat (1) *  Gukup Jelas.
Ayat (2) :  Yang dimaksud dengan bantuan yang

disalurkan melalul kas desa adalah
bantuan yang khusus diberikan kepada

Pemerintah Dasa.

Ayat (3) :  Cukup Jelas.

Ayat(4) *  Cukup Jelas.

Paszl 3 !

Ayat(1) :  Cukup Jelas.

Ayat(2) :  Pemerintah Desa melakukan identifikas
dan penefapan jenis-jenis sumber
pendapetan yang dipungut oleh desa
yang pengaturannya diserahkan kepada
desa sepanjang belum dipungut aleh
Pemerinlah Kabupaten ,Pemerintah
Provinsidan Pemerintah.

Pasal4d :

Ayat(1) :  CukupJelas.

Hurufa :  Cukup Jeles

Hurulb . Yang dimaksud dengan Bagi Hasll
Retribusi daerah adalah hasil penermaan
jenis retribusi tertentu daerah vyang
dipungut langsung dari dessa dan
dialokasikan secara proposienal.

Ayal (2) * Cukup Jelas.
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Pasal5
Ayat(1)

Ayat(2)
PasalB
Pasal7

PasalB

Pasal9

Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud "pagian dari dana
perimbangan keuangan pusat dan
daerah” terdiri dari dana bagi hasil pajak
dan sumber daya alam ditambah dana
alokasi umum setelah dikurangi belanja
pegawal.

Dana dari Kabupalen diberikan langsung
kepada desa untuk dikelola oleh
Pemerintah Desa ,dengan ketentuan 30%
( tiga puluh perseratus ) digunakan untuk
biaya operasional pemerintah desa dan
BPD dan 70 % ( tujuh puluh perseratus )
dipergunakan untuk pemberdayaan
masyarakat

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari
Pihak Ketiga" dapat berbentuk hadiah,
donasi, wakaf dan atau lain-lain
sumbangan serta pemberian sumbangan
dimaksud tidak mengurangi kewajiban
pihak penyumbang.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan perubahan status
nukum atas tanah kas desa dan bangunan
adalah setiap perbuatan / tindakan hukum
dari Pemerintah Desa yang mengakibat-
kan terjadinyz perubahan status

L6

Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (6)
Ayat (7)

status pamilikan / penguasaan atas tanah
dan bangunan milik desa_

Yang dimaksud dengan pelepasan
dengan pembayaran genti rugi adalah
tindakan hukum dari pemerintah desa
yang mengakibatkan terjadinya
pengalihan pemilikan tanah kas desa
kepada pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk uang sera
menguntungxan desa.

Yang dimkasud dengan tukar menukar
atau ruilslagh atau tukar guling tanah kas
desa adalah tindakan hukum dari
Pemerintah Desa yang mengakibatkan
terjadinya pengalihan tanah kas desa
kepada pihak lain dengan menerima
penggantian dalem bentuk tanah yang
senilai bak dari segi luas maupun
produktivitasnya serta menguntungkan
desa.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan senilai adaiah
tukar menukar berupa tanah yang lebih
baik dan luas yang sama dan masih dalam
satu desa, apabila penggantian berupa
uang harus dibelkan kemball tanah
pengganti yang setara baik dari segi luas
maupun produkiivitasnya serta sesuai
dengan nilai harga komersial dan
beriokasi di desa setempat atau desa
dalam satu kecamatan.
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Ayat(8) ;  Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.
Pasal17 . Cukup Jelas.
Pasal 18 :  Cukup Jelas.
Pasal 19 . Cukup Jelas.
Pasal 20 : Cukup Jelas.

18



